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ANDI ASMARAENI (B111 12 059), dengan judul skripsi “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang 
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 
755/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan Selaku 
Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas Selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang 
dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga 
mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana 
materil dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan 
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam 
Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  sudah tepat, 
hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, 
dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur 
Pasal saling mencocoki rumusan delik. 2) Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 
755/Pid.B/2015/PN Mks ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah 
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah 
melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim 
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan 
hakim sebelum menjatuhkan Putusan No. 755/Pid.B/2015/PN Mks, 
menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 
berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan 
undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.  
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Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 
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kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini 
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Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada kedua orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam 
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penulisan skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda Andi 
Arman dan Ibunda Nurhaya atas segala pengorbanan, kasih sayang dan 
jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, 
selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi 
keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis: 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang 
mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap 
warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, 
maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 
pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses 
interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang 
lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.  
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang 
satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara 
agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan 
hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian 
hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki 
adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-
undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua 
masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak 
boleh memihak kepada siapapun. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang 
berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas 
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kekuasaan (machtstaat).1 Negara hukum merupakan terjemahan dari 
konsep rechtstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman 
demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh 
karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, 
jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, 
peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang 
dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai 
landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.  
Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar 
hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan 
pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan 
sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang 
tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai 
akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat 
merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, 
perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik 
barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, 
sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang 
miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 
                                                          
1 A. Rasyid Rahman, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU 
Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 74 
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bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang 
milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau 
pelanggaran  yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang 
melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat 
dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak 
pidana tersebut.  
Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau 
gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah 
sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak 
kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian 
hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi 
tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan  kejahatan, akan 
tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban 
sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.  
Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu 
bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur  pada Pasal 406 ayat (1) 
KUHpidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan 
dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga 
tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-
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lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.2  
Bahwa dewasa ini, kerap terjadi masalah pengrusakan barang 
yang dilakukan secara bersama-sama yaitu masalah pengrusakan patok 
pembatas tanah dan papan bicara  yang sangat mengganggu 
kenyamanan dan ketertiban masyarakat, seperti halnya pada kasus 
putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks, ini merupakan salah satu kasus 
tindak pidana secara bersama-sama merusak barang. Bahwa pada hari 
Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat dijalan 
Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik 
saksi korban Lk. Alpius S Bannetasik berupa papan bicara bersama patok 
pembatas obyek tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton dan 
kayu, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut 
tidak dapat digunakan lagi karena sudah hilang.  
 Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar pukul 
10.30 WITA, saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang papan bicara 
yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  Alpius Bannetasik” dilokasi tanah 
miliknya yang terletak  dijalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan 
Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat 
Nomor 21181 dan No.21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari 
selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi korban 
                                                          
2  R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, 
Politeia, Bogor, hlm. 278 
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kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, 
namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang 
dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya 
diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu Dan Lk. Marwin,S.S.os alias Oci serta 
beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung 
memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa 
menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut patok pembatas 
lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa 
Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.os alias Oci serta beberapa orang 
suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut 
kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang 
kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi  tanah saksi korban yang 
terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya 
kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian 
terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek tanah 
tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. 
Simbu bersama Lk. Marwin, S.os alias Oci mencabut papan bicara 
tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan papan 
bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak 
dapat digunakan lagi karena telah hilang. Dari perbuatan terdakwa 




Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 755/ 
Pid.B/2015/PN.Mks terdakwa  Abdul Samad dinyatakan bersalah 
melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Sebagaimana ditentukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merusak barang”. Atas 
perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) 
bulan 5 (lima) hari.  
Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, 
maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya 
dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul  “Tinjuan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara 
Bersama- sama (Studi Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama- sama 
dalam putusan Nomor 755/ Pid.B/2015/PN.Mks?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang 





C. Tujuan Penelitian   
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama- sama 
dalam Putusan Nomor 755/ Pid.B/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan  pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan 
barang yang dilakukan secara bersama- sama  dalam Putusan 
Nomor 755/ Pid.B/2015/PN.Mks.  
D. Kegunaan Penelitian  
Adapun manfaat yang harapkan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2.  Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi 
semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam 
mengemban tugas profesi hukum.  
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis‟ berasal dari bahasa Inggris “Yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa Interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.3 
Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. 
Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-
undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang 
demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang 
mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam 
hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang- 
undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian dan/atau penyimpangan dari yang lain.4 
                                                          
3 Satjipto Rahardjo, 2006, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124  
4 Ibid., hlm. 17   
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan 
perudang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori 
hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum. Juga memuat delik apa 
yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, pidana, pemidanaan dan 
pertanggungjawaban pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang 
mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda 
dikenal dengan “strafbaar feit” yang didalam bahasa Indonesia 
memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada 
penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk 
istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk 
menyamakan istilah “strafbaar feit”, seperti “peristiwa pidana”, 
“perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain. 
Menurut Simons, strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) 
yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab.5 
Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang 
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat 
                                                          
5 I Made Widnyana,  2010,  Hukum PIdana,  Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.  34   
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melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan 
dengan kesalahan.6 
Menurut Pompe, strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum.7Sedangkan Utrecht menerjemahkan 
strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut 
delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan handelen atau doen-
positif atau suatu melalaikan nolaten-negatif, maupun akibatnya 
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (rechtfeit), yaitu peristiwa 
kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.8 
Kemudian menurut Muljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.9 
Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) 
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang 
diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. 
Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan 
                                                          
6 Andi Hamzah,  2010,  Asas-asas Hukum Pidana,  PT. Rineka Cipta, Jakarta,hlm.  96   
7 Amir Ilyas,  2012, Asas-Asas Hukum PIdana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 20 
8 Evi Hartanti,  2009, Tindak Pidana  Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 6   
9 I Made Widnyana, Op. Cit, hlm . 34   
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perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan.10 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan, yang berasal dari 
bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan 
delik tercantum sebagai berikut: 
“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 
pidana).”11 
 
Penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana atau delik 
adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan mencocoki 
rumusan-rumusan delik yang dapat dikenakan sanksi pidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak 
pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu: 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretisi 
Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan 
tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam 
tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak 
pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: 
1) Subjek 
                                                          
10 Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, PT. Umitoha Ukhuwah 
Grafika, Makassar, hlm. 48. 




3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana dan 
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).12 
Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari 
unsur-unsur, yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan ( manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c. Diadakan tindakan penghukuman.13 
Dan Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa 
perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau 
elemen, yaitu:14 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers, yaitu: 
a. Perbuatan (yang) 
                                                          
12 Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 26   
13 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja grafindo Persada, 
Jakarta,  hlm. 80   
14 Moeljatno,  2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,  hlm. 69 
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b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Dipertanggungjawabkan. 
   b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang15 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak 
dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuaan bertanggungjawab. Disamping itu,banyak mencantumkan 
unsur-unsur lain baik sekitar /mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
                                                          
15 Adami Chazawi, Op. Cit,  hlm. 81-82   
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g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur Objektif 
Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Yang 
terdiri dari, yaitu : 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari pelaku. 
3) Kausalitas. 
b. Unsur subjektif 
Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada 
diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Yang terdiri 
dari, yaitu: 
1) Kesengajaan atau kelalaian. 
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
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4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 
C. Tindak Pidana Pengrusakan  
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata 
“Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak‟ 
berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti 
hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan 
perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok 
orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. 
Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang 
bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan 
pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, 
perbuatan, cara merusakkan.16 Maksud dari penghancuran dan 
perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan 
terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil 
barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, 
baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau 
seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat 
menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. 
Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 
                                                          
16 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386 
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bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang 
ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.  
Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam 
kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat 
dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 
yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau 
Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 
KUHP. 17 
Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:  
(1)  Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 
barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun enam bulan.  
 
Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini 
memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi 
pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut 
Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP 
Indonesia,ditetapkan bahwa:  
1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di 
pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum 
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima 
ratus rupiah). 
                                                          
17 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, 
Politeia, Bogor, hlm. 278 
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2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang 
dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, 
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi 
atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau 
sebagiannya kepunyaan orang lain.  
 
Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut 
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP 
yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) 
tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar 
hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan 
kejahatan. 
Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari 
buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana 
zaakbeschadiging atau pengrusakan benda,18 yang karena 
mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal 
Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai 
salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik 
ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai misdrijven tegen 
de eigndommen.19 Didalam Undang-Undang pidana jerman, para 
pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan beschadigen 
atau merusakkan dan zestoren atau penghancuran, sedangkan di 
dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata 
telah juga melarang perbuatan-perbuatan onbruikbaar maken atau 
membuat hingga tidak dapat dipakai dan wegmaken atau 
                                                          
18 Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 
2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301 
19  Ibid., 
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menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan vernielen yang 
artinya menghancurkan dan beschadigen yang artinya 
merusakkan. 
2. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan 
Sebagai Tindak Pidana 
 Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:  
1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok  
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang 
menyatakan:  
a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di 
pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum 
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima 
ratus rupiah). 
b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang 
dengan sengaja dan dengan melawan hukum  membunuh, 
merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau 
menghilangkan binatang, yang sama sekali atau 
sebagiannya kepunyaan orang lain. 
 
Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus 
dibuktikan:  
a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan sesuatu barang. 
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b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan 
dengan sengaja dan dengan melawan hukum. 
c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain.  
Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban 
menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga 
mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak 
pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur 
dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:  
a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP  
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Barangsiapa 
b. Secara melawan hukum 
c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat 
dipakai atau menghilangkan 
d.  Suatu barang, dan 
e.  yang seluruh atau sebagian milik orang lain  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, 
dan melawan hukum.  
b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)  
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Barangsiapa 
b. Secara melawan hukum 
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c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat 
dipakai atau menghilangkan,  
d. Seekor binatang, dan  
e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik 
orang lain.  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:  
a. Dengan sengaja, dan  
b. Secara melawan hukum.  
2. Penghancuran atau pengrusakan ringan  
Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP 
dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 
KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan 
dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara 
tegas menyatakan:  
a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga 
kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima 
puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus 
rupiah) 
b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu 
dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan 
nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut 
dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.  
 
Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi 
senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita 
oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 
250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh 
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itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang 
itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.  
Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci 
adalah sebagai berikut:  
a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:  
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai 
atau menghilangkan  
b. Suatu barang, dan seekor hewan  
c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain  
d.  harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:  
a. Dengan sengaja, dan  
b. Melawan hukum  
b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:  
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan,  
b. Seekor hewan  
c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa 
atau kesehatan  




e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang 
lain.  
2)  Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:  
a. Dengan sengaja, dan 
b.  Secara melawan hukum.  
3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, 
telegram, telepon, dan listrik  
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP 
yang menyatakan:  
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai 
bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau 
litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi 
atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan 
untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama 
empat tahun"  
 
Pembinasaan atau pengrusakan barang disini hanya 
mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang 
dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau 
sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di 
atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk 
kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat 
menjadi selama-lamanya empat tahun.  




1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat 
dipakai,  
b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan 
telegram, listrik atau bangunan telepon, dan  
c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung 
air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-
selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum.  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.  
4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja  
Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP 
yang menyatakan:  
"Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-
bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, 
atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling 
lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- 
(seribu lima ratus rupiah)". 
 
Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa 
atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut 
tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-
hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi 
kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 1.500,-.  
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Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP 
adalah:  
1)  Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat 
dipakai, 
b.  Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan 
telegram, listrik atau bangunan telepon, dan  
c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung 
air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-
selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum.  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.  
5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat 
pelayaran  
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang 
menyatakan:  
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, 
menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung 
atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". 
 
 Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima 
tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan 
melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang 
tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari sipelaku tidaklah perlu 
ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah 
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bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu 
adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri 
berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu 
tidak diliputi oleh unsur yang pertama. 
 Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:  
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:  
a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,  
b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan 
c.  Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.  
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan 
melawan hukum.  
Pasal 411  
Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini.  
Adapun ketentuan Pasal 367 adalah :  
1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan 
dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena 
kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 
pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.  
2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga 
sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun 
garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu 
hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan 
yang terkena kejahatan. 
3)  Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka 




Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada 
Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak 
pidana dari title XXVII ini menjadi relative klachtdelict seperti halnya 
pencurian.  
Pasal 412  
"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut 
Pasal 407 ayat pertama."  
 
Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau 
lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu 
maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-
unsur dari Pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang terdapat 
pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 
KUHP menentukan bahwa:  
“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan” 
 
R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP 
bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. 
Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit- 
dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti 
dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut 
dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan 
27 
 
kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di 
muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam 
golongan kejahatan ketertiban umum. 20 
Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP 
bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:  
1. Melakukan kekerasan;  
2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk);  
3. Bersama-sama; dan  
4. Ditujukan kepada orang atau barang.  
 
Beliau juga menambahkan bahwa:  
 
a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan 
tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk 
mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya 
merusak barang atau menganiaya atau dapat pula 
mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang 
walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau 
merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada 
kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-
abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan 
kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa 
yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, 
mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi 
kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.  
b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga 
kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang 
banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasaan 
tersebut.  
c. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau 
kekerasaan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih.  
d. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada 
orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan 
sendiri maupun kepunyaan orang lain. 21 
 
 
                                                          
20  Ibid., hlm. 146-147 
21Andi Hamzah, 2011, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 5-8 
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D. Pengertian Barang  
Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang 
berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula 
binatan, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yng disalurkan 
melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda 
yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, 
asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula 
dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai 
rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk 
dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang 
dicuri itu tak bernilai uang.22 
E. Tinjauan Umum Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming) 
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 
Penyertaan atau dalam bahasa Belanda deelneming di dalam 
hukum Pidana deelneming di permasalahkan karena berdasarkan 
kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa 
orang,jika hanya satu orang yang melakukan delik,pelakunya disebut 
Alleen dader.23 
Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 
orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan peranan 
                                                          
22 R. Sugandhi, 1980. K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 
376 
23 Zrief Maronie (http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam 
hukum pidana ) diakses pada hari kamis, 22 Oktober 2013,pukul 20.03 wita 
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masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Hubungan antar 
peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah: 
1. Bersama-sama melakukan kejahatan. 
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu 
kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk 
melaksanakan tindak pidana tersebut. 
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan 
orang lain membantu melaksanakan. 
Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya: 
1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan 
yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung 
jawaban masing-masing peserta dinilai senidiri-sendiri atas 
segala perbuatan yang dilakukan. 
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, 
pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. 
Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada 
perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain 
juga. 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan: 
1. Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, yaitu: 
a. Orang yang melakukan (pleger) 
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Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: 
pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan 
yang memenuhi semua unsur delik. 
Perbedaan dengan dader adalah pleger dalam 
melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain 
minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat 
pembantu, atau pembuat penganjur. 
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) 
Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang 
yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, 
sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. 
Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) 
orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan 
pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi 
dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 
Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang 
melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak 
dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya. 
Unsur-unsur pada doenpleger adalah:  
a. Alat yang dipakai adalah manusia;  
b. Alat yang dipakai berbuat;  
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c. Alat yang dipakai tidak dapat di 
pertanggungjawabkan. 
Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat 
materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah: 
a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 
44)  
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)  
c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah 
(Pasal 51 (2))  
d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik  
e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang 
disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan..  
Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang 
belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan 
Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak.  
c. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger) 
Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan 
“melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: medepleger), 
adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan 
tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 
ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut 
melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus 
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melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan 
tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya 
membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi 
hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP. 
Syarat adanya medepleger:  
a. Ada kerjasama secara sadar. kerjasama dilakukan 
secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan 
kepada hal yang dilarang undang-undang.  
b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang 
menimbulkan selesainya delik ybs.  
d. Orang yang sengaja menganjurkan (uitlokker) 
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: 
uitlokker/aktor intelektualis) atau dengan memberi upah, 
perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai 
paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan 
perbuatan itu.24 
Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruhlakukan 
(doenplegen), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai 
perantara. Namun perbedaannya terletak pada:  
                                                          
24 Sugandhi R,1980, Op. Cit, hlm. 68 
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a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-
sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-
undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan 
menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan.  
b. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat 
dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan 
pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
Syarat penganjuran yang dapat dipidana:  
a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain  
b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut 
limitatif dalam KUHP  
c. putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan 
karena upaya-upaya tersebut.  
d. pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan 
tindak pidana yang dianjurkan  
e. pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan  
Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan 
Pasal 163 bis KUHP.  
2.  Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: 
Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu 
kejahatan itu dilakukan 
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Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan 
itu. 
  3. Dasar Hukum Dalam Penyertaan (Deelneming) 
Penyertaan (Deelneming) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. 
Pasal 55 berbunyi: 
 
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan 
yang turut serta melakukan 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 
martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesatan, atau denga memberi kesempatan, 
sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
b. Terhadap penganjur , hanya perbuatan yang sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-
akibatnya. 
 
Pasal 56 KUHP.berbunyi:  
a. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan yang dilakukan 
 2.  Mereka yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
Dari kedua pasal tersebut (pasal 55 dan 56) tersebut 
dapat diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu 
dibedakan dalam 2 kelompok: 
1. Pertama adalah kelompok yang disebut sebagai para 
pembuat ( mededaer).(pasal 55 KUHP) yaitu: 
a. Yang melakukan (plegen) 
b. Yang menyuruh melakukan(doen plegen) orangnya 
(mede pleger) 
c. Yang turut serta melakukan( mede pleger) 
d. Yng menganjurkan(uitlokken) orangnya (uitlokker) 
2. Orang yang disebut sebagai pembantu (medeplichtige) 
(pasal 56 KUHP),yakni: 
a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan 
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b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 
 
Dasar Hukum dari delik penyertaaan terdapat dalam KUHP 
buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56,sedangkan mengenai 
sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi 
dari pasal- pasal tersebut adalah: 
1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana 
Ke-1. Orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau 
yang turut serta melakukan perbuatan itu. 
Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, 
ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar 
atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya 
perbutan itu dilakukan. 
 
2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang 
boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan 
yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. 
 
Pasal 56: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: 
Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu 
dilakukan. 
Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan,ikhtiar 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
 
Pasal 57: 
1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas 
kejahatan dikurangi sepertiganya,bagi pembantu 
2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati 
atau dengan pidana seumur hidup,maka dijatuhkanlah 
pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun. 
3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan 
yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu  
itu, serta dengan akibat perbuatan itu. 
 
Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi 
acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam 
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melakukan tindak pidana  dan sanksi yang akan dikenakan 
terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam 
menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan 
penafsiran pasal-pasal  tersebut, pelaku termasuk kategori apa,dan 
kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan 
dikenakan kepada pelaku tindak pidana. 
F. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan 
dengan hukum pidana.  
Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa:25 
“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara”  
 
Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:26  
                                                          
25 P.A.F. Lamintang, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Abadi, 
Bandung, hlm. 47 
26 Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang 
Education, Yogyakarta, hlm. 12 
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a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang.  
 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman.  
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai 
pengertian pemidanaan, Sudarto, mengemukakan sebagai berikut: 27 
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata”. 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap 
kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh Hakim.  
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan  
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman, yaitu sebagai berikut:28  
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
b.  Teori relatif atau teori tujuan, dan 
                                                          
27 M. Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, 
Yogyakarta, hlm. 16 
28 Antonius Sudirman, 2009, Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - 
Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang, hlm. 107-112 
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c.  Teori gabungan (Verenigings-Theorien).  
 
Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Teori absolut  
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. 
Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan.  
Sthal, mengemukakan bahwa: 29 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya”. 
b. Teori relatif atau teori tujuan  
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul 
Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali 
dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada 
hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang 
telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.  
                                                          
29 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 155 
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c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)  
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot, beranjak dari pemikiran 
bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan 
absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku 
kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku 
kejahatan. 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting 
adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.30 
3. Jenis-Jenis Pidana  
Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:  
1. Pidana pokok, dan  
2. Pidana tambahan.  
1. Pidana pokok  
Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, 
adalah:  
1) Pidana mati  
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur 
dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di 
lingkungan peradilan umum dan militer.  
                                                          
30 Ilhami Basri, 2003, Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia, Alqaprint, 
Bandung, hlm. 12 
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Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan 
oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan 
pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah 
tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat 
sebelum adanya PP No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah 
hukuman gantung.  
Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas 
menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan 
militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara  
P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:31  
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar peraturan tersebut”. 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang 
juga ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik 
dan lain-lain.  
                                                          




3) Pidana kurungan  
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah 
delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai 
berikut: 32 
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana 
sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan 
perampasan kemerdekaan seseorang”. 
 
       4) Pidana denda  
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung 
oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, 
walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 
larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas 
nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani 
kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 
kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana 
denda.  
                                                          
32 Niniek Suparni, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm. 23 
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2. Pidana tambahan  
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman 
putusan Hakim.  
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah:  
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu. 
2.  Hak memasuki Angkatan Bersenjata. 
3.  Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum. 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri. 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri. 
6.  Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
 
2) Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas 
melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik 
terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan 
barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  
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(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas.  
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang telah ditentukan dalam undang-undang.  
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita.  
 
3) Pengumuman putusan Hakim  
Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang mengatur bahwa:  
“Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum 
yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana 
cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”. 
 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
1. Pertimbangan Yuridis  
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang 
mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-
aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis inilah hakim menilai 
berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
dipersidangan. 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 
terlebih putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar 
menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan 
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kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing.  
           Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :33 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang 
dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh penuntut umum sehingga 
pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau 
diktum putusan hakim.”  
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. “Perimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non-yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”  
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari 
lokasi kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan 
                                                          
33 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.    
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modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya 
telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hokum. Pertimbangan yuridis 
dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek 
teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan 
dan pertimbangan hakim, antara lain :34  
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial 
terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi 
dari terdakwa atau penasihat hukum.  
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum.  
                                                          
34 Ibid, hal. 196 
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3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.  
 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja 
yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program 
pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain 
sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa 
belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih 
muda dan lain sebagainya. 
2.  Pertimbangan Sosiologis  
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang 
menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, 
kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 
Pada Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-
2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan:  
1. Kesalahan terdakwa. 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 
3. Cara melakukan tindak pidana. 
4.  Sikap batin membuat tindak pidana. 
5.  Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. 
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6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana. 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku. 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
rumusannya :  
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  
 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat 
ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan 
yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan 
hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan 
masalah ini adalah :  
“Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat 
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sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat 
untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat.  
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh 
besar bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh karena 
itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan 
semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima 
oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem 
pembuktian yang dipakai Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 















A. Lokasi Penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 
pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian 
di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan 
ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang 
diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah:  
1. Jenis Data 
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 
responden yang dianggap mengetahui masalah yang 
dibahas, yaitu hakim.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 
pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, 
majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas.  
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2. Sumber Data 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangani kasus ini.  
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
penulisan ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan 
pembahasan ini.  
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari:  
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan 
dengan objek penelitian.  
b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 
internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.  
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, lalu dilakukan deskriptif data untuk menjawab 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan 
Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
Didalam kamus besar bahasa indonesia, kata penghancuran 
berasal dari kata hancur yang berarti pecah menjadi kecil-kecil, dan 
mendapat awalan peng- dan akhiran –an, yang berarti proses,cara, 
perbuatan menghancurkan. Sedangkan perusakan berasal dari 
kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna lagi (baik, utuh), 
mendapat awalan pe- dan akhiran –an, yang berarti suatu, proses, 
perbuatan merusakkan.35 Ini adalah pengertian secara bahasa. 
Sedangkan pengertian penghancuran dan perusakan secara 
istilah, seperti yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP, unsur-unsur 
pengertiannya sebagai berikut: 
“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama 
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”. 
Menghancurkan (vernielen), disebut juga membinasakan 
yang berarti merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, 
cangkir, tempat bunga,  sehingga hancur. “Membuat sehingga tidak 
dapat dipakai lagi” artinya perbuatan itu harus sedemikian rupa, 
                                                          
35  Ahmad A.K. Muda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 386 
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sehingga barang itu betul-betul tidak dipakai lagi. Misalnya 
melepaskan roda-roda kendaraan, dengan hanya mengulirkan 
sekrupnya saja belum berarti membuat sehingga tidak dapat 
dipakai lagi, oleh karena itu dengan jalan memasang roda-rodanya 
dengan mengembalikan sekrup yang mengulir ia dapat 
memperbaiki dan dapat dipergunakan lagi.36 “Menghilangkan” 
berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya 
dibakar habis, dimakan, dibuang sehingga hilang. 
Sedangkan merusakkan berarti kurang daripada 
membinasakan (beschaidigen) misalnya memukul gelas- gelas, 
cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya 
pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.37 
Tindak pidana kejahatan penghancuran dan pengrusakan 
barang terdapat pada kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu 
terdapat pada pasal 406, 407, 408, 409, 410, 411, dan pasal 412.  
Tentang pengertian dari penghancuran dan perusakan telah 
dijelaskan diatas, selain itu pada pasal 406  terdapat kata membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi, maksudnya tindakan tersebut 
harus sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat 
diperbaiki lagi. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah 
semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan 
                                                          
36  R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, 
hlm. 141-142 
37 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya,Politeia, Bogor, hlm. 279 
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sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud 
seperti aliran listrik yng disalurkan melalui kawat serta gas yang 
disalurkan melalui pipa. 
Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam 
peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau 
beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat 
dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, 
masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi 
dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu 
terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana 
perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang 
semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. 
Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berbasis pada 
KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) menganut asas 
negative wettelijke. Hal itu tersirat  di dalam Pasal 183 KUHAP 
yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
Selain itu alat bukti juga mempunyai peranan yang penting 
dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal 
184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti 
55 
 
yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hukum acara pidana 
Indonesia menganut sistem pembuktian Negatief Wettelijk 
Bewijstheorie, dengan demikian hanya alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk 
pembuktian. hal itu berarti hanya alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. 
Sehingga di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan 
sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni: 
a. Keterangan saksi  
Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu 
orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
lihat sendiri atau alami sendiri. 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus 
dalam hal yang diperlukan. Sifatnya tidak mengikat 
boleh diapakai atau tidak. 
c. Surat 
Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan 
yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. 
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Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab 
benda ini tidak memuat tanda bacaan. Adapun contoh-
contoh dari alat bukti surat itu, adalah Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP 
Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah 
Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin 
Penyitaan, dan lain-lainnya.  
d.  Petunjuk 
Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi 
petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau 
keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. 
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), 
hanya dapat diperoleh dari  keterangan saksi, alat bukti 
surat, atau keterangan terdakwa. 
e. . Keterangan terdakwa 
Merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa 
tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia 
alami. Pemeriksaan terdakwa ini merupakan bagian 
akhir dari proses pembuktian di muka pengadilan. 
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Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya 
lebih dari satu orang, yang terjadi dimasyarakat kita. Contohnya 
dalam kasus pengrusakan barang. Dalam beracara hakim 
menjatuhkan pidana atas suatu perkara. Hakim mendasarkan 
putusannya selain pada undang-undang juga mempertimbangkan 
tuntutan dari jaksa penuntut umum.  
Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan 
disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan 
dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan 
didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang 
yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan. Dakwaan yang digunakan dalam kasus perkara ini 
adalah dakwaan alternatif, yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat 
beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang 
satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan 
pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum 
didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat 
dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan 
terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang 
dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah 
satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu 
dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu 
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dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Menurut 
penulis dakwaan jenis ini memberikan pilihan kepada pengadilan 
untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk 
dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak 
pidana. 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
Dalam Putusan Nomor 755/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks  
 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis 
akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum 
pidana materil.  
Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht; Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-
norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk 
bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat 
perintah atau larangan.38 
Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :  
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang 
disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat 
diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu”.39 
 
      Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum 
yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang 
                                                          
38 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 7   
39 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 9.   
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mengikat setiap orang. Sumber hukum materil berasak dari perasaan 
hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, 
agama, moral, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Hukum materil 
ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-
aturan hukum.  
Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :  
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan 
orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas 
pelanggaran pidana”.40  
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun 
hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara 
menegakkan hukum pidana materil. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis 
menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 
755/Pid.B/2015/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi 
kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tuntutan Penuntut 
Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut: 
                                                          




1. Posisi Kasus 
Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 
2013 sekitar pukul 10.30 WITA dan hari Selasa tanggal 11 Juni 
2013 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Perintis 
Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu 
yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidak-tidaknya pada 
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili para 
terdakwa secara bersama-sama merusak barang, yang para 
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
Awalnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar pukul 
10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik  memasang papan 
bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  Alpius Bannetasik” 
dilokasi tanah miliknya yang terletak  dijalan Perintis Kemerdekaan 
VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea 
Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dan No.21181 dengan 
luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juni 2013 
sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali memasang patok 
pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, namun pada saat 
pemasangan patok pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba 
datang terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa 
Bin Dg. Simbu Dan Lk. Marwin, S.S.os alias Oci serta beberapa 
orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung 
memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian 
terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut 
patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari 
beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.os alias 
Oci  serta beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut 
patok pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan 
dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan 
patok pembatas lokasi  tanah saksi korban yang terbuat dari balok 
kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian 
sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil.kemudian 
terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek 
tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk.Japa 
Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin, S.os alias Oci mencabut papan 
bicara tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan 
papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban 
tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang, sehingga 
akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi 
korban merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa berteman 




2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan 
pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama 
yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan 
yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur 
dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan 
unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam 
bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam 
pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam 
bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga 
dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas 
apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan 
tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta (medepleger), 
penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai 
pembantu. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah 
melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa 
terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka 
ia tidak dapat dipidana, Dakwaan yang dijadikan pertimbangan 
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hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang 
pengadilan.41 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan 
bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek 
hukum, masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat 
dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni 
sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun 
demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP.  
Dalam perkara Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks ini, JPU 
menggunakan dakwaan Alternatif. Dakwaan berbentuk alternatif 
yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya 
dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak 
pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim tindakan mana yang 
dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait 
pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. 
a. Dakwaan Kesatu 
     Bahwa ia terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Japa 
Bin Dg.Simbu dan Lk. Marwin, S.os alias Oci (yang keduanya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa 
orang lagi yang tidak diketahui identitasnya ,pada hari selasa 
tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 , bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah 
                                                          




Kecamatan Tamalanrea Makassar, atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat  lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana 
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut: 
 
Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar 
pukul 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang 
papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  Alpius 
Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak  dijalan Perintis 
Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dan 
No.21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa 
tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban 
kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya 
tersebut, namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut 
sedang dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang 
suruhannya diantaranya Lk. Japa Bin Dg.Simbu Dan Lk. Marwin, 
S.S.os alias Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui 
identitasnya dan langsung memasuki lokasi tanah milik saksi 
korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya 
tersebut untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi 
korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu 
dan Lk. Marwin, S.os alias Oci serta beberapa orang suruhan 
terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut 
kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan 
dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi  tanah 
saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu 
sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi 
dengan menggunakan mobil.kemudian terdakwa juga menyuruh 
untuk mencabut papan bicara obyek tanah tersebut yang 
dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg.Simbu 
bersama Lk. Marwin S.os alias Oci mencabut papan bicara 
tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan 
papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban 
tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang, sehingga 
akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan 
saksi korban merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa 
berteman kepada pihak yang berwenang. 
 
 Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 







b. Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa Abdul  Samad bersama dengan Lk. Japa 
Bin Dg.Simbu dan Lk. Marwin, S.os alias Oci (yang keduanya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa 
orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari selasa 
tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah 
Kecamatan Tamalanrea Makassar, atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat  lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar,baik sebgai orang yang melakukan , yang menyuruh 
melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan 
sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, 
membikin tak dapat dipakai sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh para 
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 
 
Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar 
pukul 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang 
papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  Alpius  
Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak  dijalan Perintis 
Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dan 
No.21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 
11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali 
memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, 
namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang 
dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya 
diantaranya Lk. Japa Bin Dg .Simbu Dan Lk. Marwin, S.S.os alias 
Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan 
langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut 
kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk 
mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang 
terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. 
Marwin, S.os alias Oci serta beberapa orang suruhan terdakwa 
langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian 
dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang 
kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi  tanah saksi korban 
yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong 
kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan 
mobil.kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan 
bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban 
sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin, S.os alias 
Oci mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ketempat sampah 
yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek 
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tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena 
telah hilang, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman 
tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan lalu 
melaporkan terdakwa berteman kepada pihak yang berwenang. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. 
Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 
PDM-47/Mks/Ep/05/2015, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad, bersalah melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan”. 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 
aayat(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa Abdul Samad, 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama 
terdakwa ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah 
dilegalisir dari BPN RI masing-masing sertifikat nomor 21181 
dan sertifikat nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan Nomor 0173401 DAN 
Nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar 
atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius 
S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar, 
dikembalikan kepada yang berhak. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 





4. Amar Putusan  





1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara 
bersama-sama merusak barang” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari. 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah 
dilegalisir dari BPN RI masing-masing sertifikat nomor 21181 
dan sertifikat nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan Nomor 0173401 dan 
Nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar 
atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius 
S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar, 
dikembalikan kepada yang berhak. 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
5. Analisis Penulis  
Dalam perkara Nomor: 755/Pid.B/2015/PN.Mks ini, surat 
dakwaan JPU disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan 
dan keleluasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang 
paling sesuai untuk diterapakan dengan perbuatan terdakwa 




Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, apabila 
Pasal 170 ayat (1) KUHP,  sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 406 
ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan 
kedua, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena 
kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan 
kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang bagian inti delik ini, 
adalah “secara melawan hak membinasakan, merusak, membuat 
sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu 
barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain,.  
Jadi perbedaan antara pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 406 
ayat (1) KUHP adalah pada pasal 170 ayat (1) KUHP artinya 
dilakukan di depan umum, sedangkan pada pasal 406 ayat (1) 
KUHP tidak dilakukan didepan umum, dan terbukti bahwa didalam 
Putusan ini tidak dilakukan di depan umum, artinya bahwa majelis 
hakim lebih memilih Pasal  406 ayat (1) KUHP, karena Pasal 406 
ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, inilah yang paling 
sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai 
dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.  
Dalam hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan 
tindak pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan 
pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas 
(nullum delictum) yang mana dirumuskan dalam kitab Undang-
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undang Hukum Pidana  Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, 
melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan 
pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan 
itu”.42 
 
Menanggapi hal tersebut penulis telah melakukan 
wawancara dengan Suparman Nyompa, SH., MH selaku hakim 
anggota dalam  perkara ini pada tanggal   16 Desember 2015  
bertempat di Pengadilan Negeri  Makassar mengatakan bahwa:  
“Apabila salah satu unsur dari perbuatan  tersebut tidak 
terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam 
delik atau perbuatan pidana”. 
 
 Dan berdasarkan uraian diatas, mengenai penerapan 
hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam 
perkara putusan Nomor 755/Pid. B/2015/PN. Mks. Telah sesuai 
dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam 
unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suparman Nyompa, 
SH., MH bahwa penerapan dikaji dari unsur-unsur pidana yang 
terpenuhi  tersebut tidak ada alasan pembenar  atas perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus 
                                                          
42 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 27 
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mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara  2 
(dua) bulan 5 (ima) hari dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- ( 
dua ribu rupiah). 
Dan untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan 
telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan 
hukum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi 
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Dalam hal ini Pasal  406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: 
1. Unsur barangsiapa 
2. Unsur dengan sengaja  dan dengan melawan hak 
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi 
atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain. 
3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. 
Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP 





1. Unsur Barang Siapa 
  Pengertian” barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum 
yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
dipertanggungjawabkan, dengan berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –
saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang 
telah membenarkan  identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka terdakwa dalam perkara ini adalah Lk. 
Abdul Samad sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta-fakta  tersebut diatas, maka unsur 
“barangsiapa” menurut penulis dalam perkara Nomor 
755/Pid.B/2015/PN. Mks telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hak 
Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi 
atau Menghilangkan Barang Yang Sama Sekali atau 
Sebagian Kepunyaan Orang Lain 
 
     Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula 
oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Juni 
tahun 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat dijalan 
Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah 
Kecamatan Tamalanrea Makassar, terdakwa abdul samad 
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bersama Lk. Marwin, S.S.os alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. 
Simbu (yang kedua penuntutannya diajukan dalam berkas 
terpisah) serta beberapa orang lagi orang suruhan terdakwa 
Abd.Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang yang tidak 
dikenal identitasnya telah melakukan pengrusakan terhadap 
barang milik saksi korban Lk.Alpius S. Bannetasik berupa 
papan bicara yang bertuliskan “Tanah Ini Hak Milik Saudara 
Alpius .S. Bannetasik” bersama patok pembatas obyek tanah 
milik saksi yang terbuat dari beton dan kayu yang saksi 
korban pasang diatas lokasi tanah miliknya, dengan cara 
berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar jam 10.30 
wita saksi korban Lk.Alpius S. Bannetasik memasang papan 
bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  Alpius 
Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak  dijalan 
Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah 
Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 
21181 dan No.21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada 
hari selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA 
saksi korban kembali memasang patok pembatas diatas lokasi 
tanah miliknya tersebut, namun pada saat pemasangan patok 
pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba datang 
terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa 
Bin Dg. Simbu Dan Lk. Marwin, S.S.os alias OcI serta 
72 
 
beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan 
langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut 
kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut 
untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi 
korban yang terbuat dari beton sehingga LK. Japa Bin Dg. 
Simbu dan Lk. Marwin, S.Sos alias OCI serta beberapa orang 
suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari 
beton tersebut kemudian dibawa kerah jalan dan sebagian 
ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok 
pembatas lokasi  tanah saksi korban yang terbuat dari balok 
kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian 
sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil.kemudian 
terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek 
tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga 
Lk.Japa Bin Dg.Simbu bersama Lk. Marwin, S.Sos alias Oci 
mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ketempat 
sampah yang mengakibatkan papan bicara dan patok 
pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat 
digunakan lagi karena telah hilang, sehingga akibat perbuatan 
terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban 
merasa dirugikan. 




Bahwa  perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini 
bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila 
terbukti salah satunya. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka 
diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pengrusakan tersebut 
terdakwa Abdul Samad lakukan bersama dengan Lk. Marwin, S. 
Sos alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu (yang keduanya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terspisah) serta 
beberapa orang lagi orang suruhan terdakwa Abd. Samad yang 
jumlahnya sekitar 20 orang yang tidak dikenal identitasnya, 
dimana peran terdakwa adalah selaku orang yang menyuruh 
untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban 
yang terbuat dari beton  sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan 
Lk. Marwin, S.Os alias Oci  serta beberapa orang suruhan 
terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton 
tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian 
ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok 
pembatas lokasi tanah saksi korban yang terbuat dari balok 
kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian 
sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kemudian 
terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek 
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tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. 
Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk.Marwin, S.Sos alias Oci 
mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ke tempat 
sampah. 
Oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada 
terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka 
kesimpulan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu 
penuntut umum menurut Penulis sudah tepat. 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat 
yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat 
tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang 
dirumuskan sebagai berikut :  
Adapun mengenai surat dakwaan penuntut umum, 
sebelumnya penulis akan menguraikan syarat surat dakwaan 
yaitu: Pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum membuat 
surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta 
berisi:  
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 




2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan;  
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebgaimana 
di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;  
4.  Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau 
penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang 
bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara 
tersebut ke pengadilan  
Dan setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut 
umum dalam kasus tersebut diatas, maka dakwaan jaksa 
penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, 
telah memenuhi syarat-syarat sebuah surat dakwaan, yang 
telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Baik 
mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan 
waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan 
berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis 
dakwaan tersebut telah memenuhi setiap unsur delik dalam 






C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 
755/Pid.B/2015/PN.Mks 
 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan 
putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari 
segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. 
Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan 
tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa 
yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta 
persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu 
mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang 
terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. 
Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan 
menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan 
terdakwa.  
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
dalam memutus Perkara Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks, Penulis 
membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan sosiologis. 
1. Pertimbangan Yuridis  
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Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, 
norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.  
Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan 
Majelis Hakim: 
a. Keterangan saksi-saksi 
1. Saksi Yacobus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar 
pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII 
kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea 
Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik 
saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara 
bersama patok pembatas obyek tanah milik saksi korban 
yang terbuat dari beton dan kayu, yang mengakibatkan 
papan bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat 
digunakan lagi karena sudah hilang. 
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan 
bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban 
tersebut adalah terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. 
Japa Bin Dg. Simbu serta beberapa orang lainnya suruhan 
terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak 
ketahui identitasnya. 
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat 
terdakwa berteman melakukan pengrusakan tersebut dan 
saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan 
oleh Lk. Idrus Ancu bersama Lk. Herman. 
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi yang 
melaporkan kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh 
terdakwa berteman tersebut karena saksi diberi kuasa oleh 
saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut. 
- Bahwa benar saksi korban memasang papan bicara 
bersama patok pembatas tersebut diatas lokasi tanah milik 
saksi korban sesuai Hak Milik dengan No. 21180 dan No. 
21181 dengan luas 994 m2 Yng terletak di Jl. Perintis 
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Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar yang terbuat pada tahun 2007. 
- Bahwa benar saksi korban memperoleh lokasi tanah 
tersebut dengan cara membeli dari Pr. Rahmaliyah, SE 
maupun dari Lk. Syamsir dengan batas-batas sebelah utata 
adalah tanah milik Lk. Arsyad, sebelah baratadalah tanah 
milik Lk. Sallang Dg. Labbang, sebelah timur adalah jalan 
dan sebelah selatan adalah tanah milik Lk. Herman Datang. 
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut 
mengakibatkan saksi korban menagalami kerugian sekitar 
Rp. 10.000.000,-. 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
 
2. Saksi Alpius S. Bannetasik (korban), dibawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar 
pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII 
kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea 
Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik 
saksi berupa papan bicara yang bertuliskan “ Tanah Ini Milik 
Saudara Alpius S. Bannetasik” bersama patok pembatas 
obyek tanah milik saksi yang terbuat dari beton dan kayu 
yang saksi pasang diatas lokasi tanah milik saksi, yang 
mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut 
tidak dapat digunakan lagi karena sudah hilang. 
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan 
bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi tersebut 
adalah terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Japa 
Bin Dg. Simbu serta beberapa orang lainnya suruhan 
terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak 
tahu identitasnya. 
- Bahwa benar saksi kenal dengan Lk. Yakobus karena masih 
ada hubungan keluarga dengan saksi dan saksi memberikan 
kuasa kepads Lk. Yakobus untuk melaporkan kejadian 
pengrusakan tersebut sekaligus mengurus surat-surat 
transaksi jual beli tanah tersebut. 
- Bahwa benar saksi memasang papan bicara yang 
bertuliskan”Tanah ini Milik Saudara Alpius S. Bannetasik” 
diatas lokasi tanah milik saksi tersebut yaitu pada har Sabtu 
tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA, dan saksi 
memasang patok pembatas diatas lokasi tanah milik saksi 
tersebut pada hari hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar 
pukul 08.00 WITA, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 
10.00 WITA terdakwa datang bersama beberapa orang 
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suruhannya merusak papan bicara dan patok pembatas 
tersebut hingga rusak. 
- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan pengrusakan 
terhadap papan bicara dan patok pembatas yang saksi 
pasang di lokasi tanah milik saksi tersebut dengan cara 
awalnya terdakwa Abdul Samad menyuruh Lk. Japa Bin Dg. 
Simbu serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu 
identitasnya untuk mencabut papan bicara tersebut 
kemudian dibuang ketempat sampah dan juga menyuruh 
untuk membongkar patok pembatas yang saksi pasang di 
lokasitanah milik saksi tersebut beserta kayunya lalu 
sebagian dibuang dan sebagian lagi dibawa pergi oleh orang 
suruhan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Lk. Idrus 
alias Ancu untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. 
- Bahwa benar adapun yang mendasari sehingga saksi 
memberikan surat kuasa kepada Lk. Yakobus kemudian Lk. 
Yakobus memasang papan bicara bersama patok pembatas 
diatas lokasi tanah tersebut adalah saksi memiliki Sertifikat 
dengan No. 21180 atas nama saksi sendiri (Alpius 
Bannetasik) yang saksi beli dari Pr. Rahmaliyah, SE dan 
Sertifikat No. 21181 atas nama saksi sendiri (Alpius 
Bannetasik) yang saksi beli dari Lk. Syamsir. 
- Bahwa benar papan bicara dan patok pembatas yang saksi 
pasang dilokasi tanah milik saksi tersebut yang kemudian 
dibongkar oleh terdakwa berteman tersebut sudah tidak 
dapat dipakai lagi karena sudah hilang. 
- Bahwa benar adapun batas-batas lokasi tanah milik saksi 
tersebut adalah sebelah utara adalah tanah milik Lk. Arsyad, 
sebelah barat adalah tanah milik Lk. Sallang Dg. Labbang, 
sebelah timur adalah jalan dan sebelah selatan adalah tanah 
milik Lk. Herman Datang. 
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut 
mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 
10.000.000,-. 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan . 
- Bahwa semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
 
3. Saksi Rahmaliyah, SE, Dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak 
ingat lagi pada tahun 2013, bertempat di Jl. Perintis 
Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap 
barang milik saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik, berupa 
papan bicara bersama patok pembatas yang saksi korban 
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pasang di obyek tanah miliknya, yang mengakibatkan papan 
bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat digunakan 
lagi karena sudah hilang. 
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan 
bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban 
tersebut adalah Lk. Japa Dg. Simbu serta beberapa orang 
lainnya suruhan terdakwa Abdul Samad yang jumlahnya 
sekitar 20 orang yang saksi tidak tahu identitasnya. 
- Bahwa benar pada saat kkejadian tersebut saksi berada 
ditempat kejadian sehingga saksi melihat langsung pada saat 
Lk. Japa Bin Dg. Simbu berteman melakukan pengrusakan 
tersebut. 
- Bahwa benar yang menyuruh Lk. Japa Bin Dg. Simbu 
berteman untuk melakukan pengrusakan tersebut adalah 
terdakwa Abdul Samad dimana saat itu terdakwa ada 
ditempat kejadian dan saksi mendengar langsung pada saat 
terdakwa memberi perintah kepada orang suruhannya 
dengan mengatakan “cabut”, sehingga orang suruhan 
terdakwa diantara Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama beberapa 
orang langsung mencabut dan membongkar papan bicara 
dan patok pembatas yang saksi korban pasang diatas lokasi 
tanah miliknya kemudian dibuang di tempat sampah. 
- Bahwa benar saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik 
memperoleh lokasi tanah yang ditempati memasang papan 
bicara dan patok pembatas tersebut yaitu saksi korban beli 
dari orang tua saksi yang bernama Alm. Sallang Dg. Labbang 
tertanggal 17 April 2013 dengan Sertifikat No. 21180 atas 
nama saksi sendiri (Rahmaliyah) dan Sertifikat No. 21181 
atas nama Syamsir dengan luas keseluruhan 994 m2, 
dimana pada saat terjadi jual beli antara saksi korban dengan 
orang tua saksi yakni Alm. Sallang Dg. Labbang saksi ikut 
menyaksikannya dan saksi ikut bertandatangan. 
- Bahwa benar adapun batas-batas lokasi tanah milik saksi 
korban yang dibeli dari orang tua saksi tersebut adalah 
sebelah utara adalah tanah tanah milik Lk. Arsyad, sebelah 
barat adalah tanah milik Lk. Sallang Dg. Labbang, sebelah 
timur adalah jalan dan sebelah selatan adalah tanah milik Lk. 
Herman Datang. 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
 
4. Saksi Nuraini, dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak 
ingat lagi pada sekitar bulan Juni 2013, bertempat di Jl. Perintis 
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Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap milik 
saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara 
bersama patok pembatas yang saksi korban pasang di obyek 
tanah miliknya, yang mengakibatkan papan bicara dan patok 
pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah 
rusak dan sebagian hilang. 
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan 
bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban 
tersebut adalah terdakwa Abdul Samad bersama beberapa 
orang suruhannya yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi  
tidak tahu identitasnya. 
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat 
kejadian sehingga saksi melihat langsung pada saat terdakwa 
menyuruh orang-orang suruhannya tersebut untuk membongkar 
dan mencabut papan bicara dan patok pembatas yang saksi 
korban pasang diatas lokasi tanah miliknya. 
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi 
melihat terdakwa ada di lokasi tersebut dan saat itu saksi 
melihat orang-orang suruhan terdakwa untuk mencabut papan 
bicara dan patok pembatas yang terpasnang dilokasi tanah milik 
saksi korban. 
- Bahwa benar terdakwa bersama orang-orang suruhannya 
melakukan pengrusakan tersebut dengan cara awalnya 
terdakwa datang dan memasuki lokasi tanah milik saksi korban 
kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya yang 
jumlahnya sekitar 20 orang untuk mencabut patok pembatas 
yang terbuat dari beton yang terdapat di lokasi tanah milik saksi 
korban sehingga orang-orang suruhan terdakwa mencabut 
patok pembatas tersebut kemudian dibawa kearah jalan lalu 
sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa), lau 
patok pembatas tanah yang terbuat dari balok kayu dicabut lalu 
dibawa pergi dengan menggunakan mobil, sementara papan 
bicara yang terpasang dilokasi tanah tersebut dicabut atas 
suruhan terdakwa sehingga orang-orang suruhan terdakwa 
yang jumlah sekitar 20 orang langsung mencabut papan bicara 
tersebut dan membaringkannya. 
- Bahwa benar adapun jumlah patok pembatas yang terpasang di 
lokasi tanah milik saksi korban kemudian dirusak oleh orang-
orang atas suruhan terdakwa adalah sebanyak sekitar 10 buah 
dimana sebagian sudah hilang dan sebagian lagi tenggelam di 
rawa. 
- Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan oleh orang 
suruhan dari terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang dimana 
salah satunya adalah Lk. Japa Bin Dg. Simbu yang saksi lihat 
ikut mencabuti patok dan membawanya ke jalan bagian depan 
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begitupula Lk. Goli juga mencabut patok dan mengumpulkannya 
di jalanan. 
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi juga 
melihat terdakwa menyuruh Lk. Idrus untuk berhenti memasang 
patok di lokasi tanah tersebut kemudian menyuruh untuk 
membuka kembali patok yang telah terpasang. 
- Bahwa benar pemilik tanah tersebut adalah saksi korban Lk. 
Alpius S. Bannetasik berdasarkan Sertifikat Hakm Milik No. 
21181. 
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut banyak 
warga sekitar yang menyaksikannya. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
5. Saksi Bungaros alias Ros Binti Saguni, dibawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak 
ingat lagi pada sekitar bulan Juni 2013 (menjelang bulan puasa) 
sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis 
Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap milik 
saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara 
bersama patok pembatas yang saksi korban pasang di obyek 
tanah miliknya, yang mengakibatkan papan bicara dan patok 
pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah 
rusak dan sebagian hilang. 
- Bahwa benar saksi melihat langsung pada saat terjadi 
pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi ada dilokasi 
tempat kejadian. 
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan 
bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi saksi korban 
tersebut saksi lihat banyak orang yang jumlahnya sekitar 20 
orang, namun yang saksi kenal hanya Lk. Japa Bin Dg. Simbu 
dan Lk. Marwin alias Oci karena pandangan saksi pada saat itu 
hanya tertuju kepada kedua orang tersebut. 
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Lk. Japa Bin Dg. 
Simbu bersama Lk. Marwin alias Oci sementara mengangkat 
dengan menggunakan tangannya papan bicara yang terbuat 
dari besi dan selanjutnya saksi melihat keduanya membawa 
papan bicara tersebut namun saksi tidak mengetahui dibawa 
kemana. 
- Bahwa benar yang tertulis dipapan bicara yang diangkat oleh 
Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin alias Oci adalah “Tanah 
ini milik Alpius S. Bannetasik”. 
- Bahwa benar sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut adalah 
miik saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berdasarkan adanya 
papan bicara di lokasi tanah tersebut. 
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- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Lk. 
Japa Bin. Dg. Simbu dan Lk. Marwin alias Oci serta orang-orang 
lainnya untuk melakukan pengrusakan tersebut namun 
sepengetahuan saksi kalau Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. 
Marwin alias Oci adalah orang/pekerja terdakwa Abdul Samad, 
karena Lk. Japa Bin Dg. Simbu juga melakukan hal yang sama 
di lokasi tanah milik orang tua saksi, dimana saat itu saksi 
mendengar Lk. Japa Bin Dg. Simbu mengatakan “bongkar 
pagar karena lokasi ini milik Pak Samad”, sehingga dari hal 
tersebutlah saksi mengetahui kalau Lk. Japa Bin Dg. Simbu 
adalah orang atau pekerjanya terdakwa. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga di 
lokasi tanah milik saksi korban tersebut dirusak oleh orang-
orang suruhan terdakwa, karena pada saat saksi lewat di lokasi 
tersebut sudah banyak orang di lokasi anah milik saksi korban. 
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melihat kondisi di 
lokasi tanah milik saksi korban sudah rusak dimana papan 
bicara dan patok pembatas yang dipasang diatas lokasi tanah 
tersebut sudah diangkat dan dibawa pergi. 
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut banyak 
warga sekitar yang menyaksikannya namun saksi kenal hanya 
Pr. Nuraini dan Pr. Rahmaliyah serta banyak lagi mahasiswa di 
tempat tersebut. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
6. Saksi Marwin, S.Sos alias Oci, dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebgai berikut: 
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan 
adanya lokasi tanah milik tersangkan Abd. Samad yang 
dipasangi patok pembatas oleh orang suruhan Lk. Yakobus. 
- Bahwa benar saksi kenal denga terdakwa Abd. Samad karena 
saksi adalah sopir dari istri terdakwa. 
- Bahwa benar orang suruhan Lk. Yakobus memasang patok 
pembatas di lokasi tanah milik terdakwa yakni sekitar tahun 
2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan VII samping Kompleks Asal 
Mula Makassar sekitar pukul 10.00 WITA. 
- Bahwa benar pada saat orang suruhan Lk. Yakobus memasang 
patok pembatas tersebut saksi berada di lokasi tersebut dan 
saat itu saksi sedang menjaga perumahan yangada di dalam 
lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi hanya sendirian saja 
menjaga, dimana lokasi yang dipasangi patok pembatas oleh 
oang suruhan Lk. Yakobus tersebut termasuk didalam lokasi 
tanah yang saksi jaga. 
- Bahwa benar adapun tindakan saksi pada saat melihat orang 
suruhan Lk. Yakobus memasang patok pembatas tersebut 
adalah melarang orang tersebut untuk melakukan pemasangan 
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patok pembatas diwilayah yang saksi jaga, setelah itu saksi 
kembali ke perumahan. 
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) patok 
pembatas yang dipasang di lokasi tanah tersebut yang 
panjangnya sekitar 4 s/d 5 meter yang terbuat dari balok kayu.  
- Bahwa benar saksi tidak pernah mencabut patok pembatas 
yang dipasang dilokasi tanah milk terdakwa yangsaat itu saksi 
jaga. 
- Bahwa benar adapun yang mendasari sehingga saksi menjaga 
lokasi tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut adalah milk 
terdakwa dan saksi diperintah oleh terdakwa untuk menjaganya, 
dimana di lokasi tanah tersebut terdapat bangunan perumahan 
milik terdakwa. 
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah yang 
dipasang patok pembatas tersebut sudah menjadi milik 
terdakwa sejak tahun 2009-2010, dan saksi mengetahui hal 
tersebut karena saksi sendiri yang pernah mengukurnya. 
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah tersebut 
terdakwa beli dari Lk. Drs. Lagaligo Yayasan Sawerigading dan 
mempunyai sertifikat namun saksi tidak mengetahui nomor 
sertifikat tersebut. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP. 
7. Saksi Japa Bin Dg.Simbu, dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan 
adanya saksi dituduh telah mencabut patok pembatas milik Lk. 
Yacobus. 
- Bahwa benar saksi tidak pernah mencabut patok pembatas 
sebagaimana yang dituduhkan kepada saksi. 
- Bahwa benar yang mencabut patok pembatas milik Lk. Yakobus 
tersebut ada sekitar 10 orang laki-laki namun saksi tidak kenal 
dimana orang-orang tersebut membawa potongan kayu. 
- Bahwa benar patok pembatas yang dicabut oleh orang-orang 
tersebut adalah milik Lk. Yakobus. 
- Bahwa benar patok pembatas tersebut dirusak dengan cara 
dicabut dengan menggunakan tangan kemudian patok tersebut 
disimpan dipinggir jalan dekat tiang listrik. 
- Bahwa benar adapun sebanya sehingga orang-orang tersebut 
mencabut patok pembatas yang dipasang oleh Lk. Yakobus di 
lokasi tanah tersebut karena saksi yang menyuruhnya untuk 
mencabut patok pembatas tersebut. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan patok 
pembatas yang dicabut tersebut sudah terpasang namun yang 
pasti bahwa patok pembatas tersebut dipasang pada hari itu 
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juga kemudian dicabut pada hari itu juga oleh orang yang saksi 
suruh sekitar pukul 10.00 WITA. 
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi menyuruh 
orang-orang yang memasang patok tersebut untuk mencabut 
patok tersebut karena lokasi tanah yang dipasangi patok 
pembatas tersebut adalah milik terdakwa Abd. Samad, 
sementara saksi disuruh untuk menjaga lokasi tanah tersebut 
oleh terdakwa. 
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengusir orang-orang yang 
memasang patok pembatas tersebut untuk pergi ke lokasi 
tersebut karena saksi hanya menyuruhnya untuk mencabut 
patok pembatas karena lokasi tanah tersebut adalah milik 
terdakwa, setelah itu orang-orang tersebut mencabut patok 
pembatas dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut. 
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah yang 
dipasang patok pembatas tersebut sudah menjadi milik 
terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa 
sendiri yang memberitahukannya kepada sakssi kalau lokasi 
tanah tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Lk. 
Sawerigading. 
- Bahwa benar semua keternagan saksi yang dalam BAP. 
b. Keterangan terdakwa  
Terdakwa Abdul Samad, didepan persidangan yang pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga diperiksa selaku 
terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari Lk. Yakobus 
tentang terjadinya tindak pidana pengrusakan. 
- Bahwa benar yang mengalami kerugian sehubungan dengan 
terjadinya pengrusakan tersebut adalah saksi korban Lk. Alpius 
S. Bannetasik (keponakan Lk. Yakobus) 
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban Lk. Alpius S. 
Bannetasik sejak tahun 2010 pada saat saksi korban hendak 
membeli tanah kapling pada terdakwa. 
- Bahwa benar yang dilaporkan oleh Lk. Yakobus telah 
melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa bersama Lk. 
Marwin alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu. 
- Bahwa benar pengrusakan terjadi pada hari, tanggal dan bulan 
yang etrdskwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 
bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan 
Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar. 
- Bahwa benar adapun barang-barang yang dituduhkan kepada 
terdakwa telah melakukan pengrusakan tersebut adalah berupa 
papan bicara dan patok pembatas. 
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut 
terdakwa tidak berdakwa di tempat kejadian dimana saat itu 
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terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa dan yang ada di 
lokasi kejadian pada saat itu adalah Lk. Marwin alias Oci dan 
Lk. Japa Bin Dg. Simbu. 
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijadikan obyek permasalahan 
tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Lk. Marwin alias Oci 
dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu adalah orang yang terdakwa suruh 
untuk menjaga likasi tanah tersebut, dimana Lk. Marwin alias 
Oci adalah pekerja di rumah terdakwa sedangkan Lk. Japa Bin 
Dg. Simbu adalah orang yang terdakwa suruh untuk menjaga 
lokasi tanah tersebut. 
- Bahwa benar mengenai papan bicara yang bertuliskan “ Tanah 
Ini Milik Alpius S. Bannetasik” terdakwa pernah melihat 
terpasang di lokasi tanah tersebut dan ada beberapa patok 
pembatas yang terdakwa lihat terpasang di sekeliling pinggir 
lokasi tersebut dan ada dua gorong-gorong berdiri diatas lokasi 
tanah yang diklaim oleh Lk. Yakobus. 
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali melihat papan bicara yang 
terpasang dilokasi tanah yang terdakwa kuasai tersebut yakni 
sekitar seminggu sebelum Lk. Yakobus melakukan pemagaran 
dilokasi tanah tersebut. 
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa 
setelah melihat papan bicara tersebut terpasang diatas lokasi 
tanah tersebut, namun terdakwa hanya menyampaikan kepada 
pekerja dari pihak Lk. Yakobus untuk tidak melakukan 
pemugaran lagi diatas lokasi tanah tersebut karena lokasi tanah 
tersebut adalah milik terdakwa. 
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh baik kepada Lk. 
Marwin alias Oci maupun Lk. Japa Bin Dg. Simbu serta 3 (tiga) 
orang lainnya yang terdakwa tidak tahu identitasnya untuk 
mencabut papan bicara dan mencabut patok pembatas milik Lk. 
Yakobus, melainkan terdakwa hanya menyuruh untuk 
menghalangi pekerja dari Lk. Yakobus manakala ada yang 
memasang patok maupun papan bicara diatas lokasi tanah 
tersebut dan yang mendasari sehingga terdakwa melakukan hal 
tersebut karena lokasi tanah tersebut sebelumnya dikuasakan 
kepada terdakwa untuk menjaga, mengurus dan memagarnya 
oleh pemilik  tanah atas nama ahli waris yakni Lk. Drs. Lagaligo 
Nuruddin Syahadat dan lokasi tanah tanah tersebut pada saat 
ini terdakwa sudah bayar lunas dan telah dibuatkan perikatan 
serta kwitansi pembelian tanah. 
- Bahwa benar adapun yang terdakwa katakan kepada orang-
orang pekerja dari Lk. Yakobus yang saat itu sedang membuat 
patok pembatas diatas lokasi tanah tersebut bahwa jangan 
melakukan pemagaran diatas tanah tersebut karena sertifikat 
hak milik yang lain selain Lk. Alpius S. Bannetasik atas nama 
ahli waris dari ibu Dina Syahadat dan saat itu terdakwa tidak 
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pernah bertemu denga Lk. Yakobus melainkan terdakwa hanya 
bertemu dengan orang-orang pekerja dari Lk. Yakobus yang 
jumlahnya sekitar 8 orang. 
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan 
perlindungan hukum dan gelar perkara terkait perkara ini 
kepada Kapolda Sulsel dan yang membuat surat tersebut 
adalah pengacara terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri, 
namun terdakwa tidak tidak mengetahui isi dari surat tersebut 
karena terdakwa tidak pernah melihat dan membaca isis surat 
tersebut dan terdakwa baru mengetahuinya setelah terdakwa 
diperiksa dalam perkara ini. 
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa  yang ada dalam 
BAP.  
c. Barang bukti 
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 
- 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah 
dilegalisir dari BPN RI masing-masing sertifikat nomor 21181 
dan sertifikat nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan Nomor 0173401 dan 
Nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar 
atas nama Alpius S. Bannetasik. 
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius 
S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar, 
dikembalikan kepada yang berhak. 
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah). 
 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di 
atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah 
seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak 
pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka 
keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU 




Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai 
berikut: 
1. Unsur barangsiapa 
2. Unsur dengan sengaja  dan dengan melawan hak 
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi 
atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain. 
3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. 
Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa 
yaitu: 
 1. Unsur Barangsiapa  
Pengertian ” barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum 
yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
dipertanggungjawabkan, dengan berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –
saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah 
membenarkan  identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, maka terdakwa dalam perkara ini adalah Lk. Abdul Samad 




Berdasarkan fakta-fakta  tersebut diatas, maka unsur 
“barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hak Merusakkan, 
Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan 
Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain. 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh 
keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Juni tahun 2013 sekitar 
pukul 10.00 WITA, bertempat dijalan Perintis Kemerdekaan VII 
Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, 
terdakwa abdul samad bersama Lk. Marwin, S.S.os alias Oci dan 
Lk. Japa Bin Dg. Simbu (yang kedua penuntutannya diajukan 
dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi orang suruhan 
terdakwa Abd.Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang yang tidak 
dikenal identitasnya telah melakukan pengrusakan terhadap barang 
milik saksi korban Lk.Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara 
yang bertuliskan “Tanah Ini Hak Milik Saudara Alpius .S. 
Bannetasik” bersama patok pembatas obyek tanah milik saksi yang 
terbuat dari beton dan kayu yang saksi korban pasang diatas lokasi 
tanah miliknya, dengan cara berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 
2013 sekitar jam 10.30 wita saksi korban Lk.Alpius S. Bannetasik 
memasang papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara  
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Alpius Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak  dijalan 
Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan 
Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dan 
No.21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 
11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali 
memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, 
namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang 
dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya 
diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu Dan Lk. Marwin, S.S.os alias 
OcI serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan 
langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut 
kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk 
mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang 
terbuat dari beton sehingga LK. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. 
Marwin, S.Sos alias OCI serta beberapa orang suruhan terdakwa 
langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian 
dibawa kerah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang 
kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi  tanah saksi korban 
yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong 
kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan 
mobil.kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan 
bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban 
sehingga Lk.Japa Bin Dg.Simbu bersama Lk. Marwin, S.Sos alias 
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Oci mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ketempat sampah 
yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek 
tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena 
telah hilang, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman 
tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan. 
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan 
Bahwa  perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini 
bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti 
salah satunya. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh 
fakta bahwa dalam melakukan pengrusakan tersebut terdakwa 
Abdul Samad lakukan bersama dengan Lk. Marwin, S. Sos alias 
Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu (yang keduanya penuntutannya 
diajukan dalam berkas terspisah) serta beberapa orang lagi orang 
suruhan terdakwa Abd. Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang 
yang tidak dikenal identitasnya, dimana peran terdakwa adalah 
selaku orang yang menyuruh untuk mencabut patok pembatas 
lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton  sehingga 
Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.Os alias Oci  serta 
beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut patok 
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pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan 
sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan 
patok pembatas lokasi tanah saksi korban yang terbuat dari balok 
kayau juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian 
sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kemudian 
terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek 
tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa 
Bin Dg. Simbu bersama Lk.Marwin, S.Sos alias Oci mencabut 
papan bicara tersebut lalu dibuang ke tempat sampah. 
Oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa 
telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan majelis 
hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum menurut Penulis 
sudah tepat. 
Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) 
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, kemudian dikaitkan 
dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka 
disimpulkan bahwa dakwaan JPU sudah terbukti seluruhnya.  
Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil 
dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus 
mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan 
93 
 
atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana 
secara umum dibagi atas:  
1. Alasan pembenar  
- Daya paksa relatif (relative overmacht) 
-  Pembelaan darurat (noodweer) 
-  Menjalankan ketentuan undang-undang dan 
-  Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang 
berwenang.  
    2. Alasan pemaaf  
- Tidak mampu bertanggung jawab 
- Daya paksa mutlak (absolute overmacht) 
- Pembelaan yang melampaui batas dan 
-  Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.  
Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara 
dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai 
alasan pembenar-ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari 
perbuatan para terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan 
para terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak 
pidana yang telah dilakukannya. 
Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) 
KUHAP menyatakan “masa penangkapan atau penahanan 
dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka dari 
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rumusan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ini, sangat beralasan bagi para 
terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah 
ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status 
penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila 
lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari 
masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.  
2. Pertimbangan Sosiologis  
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang 
menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, 
kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 
dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP 
Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, 
hakim mempertimbangkan:  
1. Kesalahan terdakwa 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3.  Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin membuat tindak pidana 
5.  Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga.  
 
Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa 
hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
95 
 
Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya 
mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus 
mempertimbangkan aspek sosiologisnya.  
Sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, majelis 
hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan 
yaitu sebagai berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat 
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban 
b. Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta 
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. 
- Terdakwa tulang punggung keluarga 
- Terdakwa sopan dalam persidangan. 
 
Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut 
diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, 
keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem 
pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan 
terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan para 
terdakwa.  
Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas 
kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Abdul 
Samad dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari. 
    3. Analisis Penulis  
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai 
pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan 
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penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat 
putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim 
mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan 
yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan 
pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada 
saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan 
tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim 
berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi 
yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat 
melawan hukum perbuatan terdakwa,.maka terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan 
rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-
hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tersebut 
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mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan meresahkan 
masyarakat. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para 
terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui 
perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi 
lagi perbuatan tersebut, dan terdakwa adalah tulang punggung 
keluarga sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya. 
 Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan 
perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut 
Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam 
perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 
ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah 
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mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang 
tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan 
pribadi para terdakwa.  
Berdasarkan putusan perkara No. 755/Pid.B/2015/PN.Mks, 
hukuman yang diajatuhkan Majelis Hakim relatif ringan, hukuman 
yang ringan ini tidak menjamin bahwa tidak lagi melakukan 
perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam perkara tersebut 
diatas. Padahal tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah 
agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan 
memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.  
Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka 
prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara No. 755/Pid.B/2015/PN.Mks sudah sesuai 











 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 
755/Pid.B/2015/PN. Mks yang menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang 
diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan 
pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti 
yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan 
keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-
unsur pasal saling mencocoki rumusan delik. 
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili 
perkara dengan Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN. Mks ini, 
pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah 
melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib 
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menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 
755/PID.B/2015/PN.Mks, menurut penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan 
penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan 
yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang 
berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, 
majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar 
maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan 
hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan 
rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. 
B. Saran 
1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, 
hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, 
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tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut 
Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. 
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya 
memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari 
terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat 
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